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TENTANG

1ZIN PENDIRIAN SEKOLAH DASAR (SD) SWASTA
SALMAN

ISLAM TERPADU (SDIT) IBNU

KECAMATAN CILEUNGSI KABUPATEN BOGOR

BUPATI BOGOR

bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan
pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan
pdmmquiibbe!qjupendidikmdm perlu memberikan lzin

Pendirian Sekolah Dasar (SD) Swasta lslam Terpadu (SDIT) Ibnu
Salman yang berlokasi di Jl. Puhlawan Kp. Tengah RT.001 RW.006
Desa Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, perlu penetapan Keputusan Bupati Bogor, tentang lzin
Pendirian Sekolah Dasar {SD) Swasta Islam Terpadu (SDIT) [bnu

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun
1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten
Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2851);

. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan

(l.emhamn Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistemn Pendidikan

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor
78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41,
Tambahan Lemberan Negara Republik Indonesia Nomar 4496);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana teluh beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
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Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia .
Nomor 4496) sebagaimana telah diubah denpun Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Repiublik Indonesin
Nomor 5410);
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863
Peraturan Pemerintah Nemor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 91);
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
(Lembaran Negars Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4194,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4911);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
Pendidikan (Lembaran

dan Penyelenggaraan Negara Republik
WWMIONMR.MMMNW
Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang

Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomar 5533);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007
tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan
Dasar dan Menengah;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007
tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah
Dasar/Madrasah  Ibtidaiyah  (SD/MI), Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs), dan Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Alivah (SMA/MA);

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010
tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang
Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15
Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minima! Pendidikan Dasar
di Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomaor 464);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun
mxawwwmmmumm (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 809);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayasan Nomor 65 Tahun
mISMM;MermDmdaangah
(Berita Negara Republik Indonesia Tuhun 2013 Nomor 810);
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3 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah
Duu‘/lhdnnh Ibtidaiyah (Berita Negara Repubiik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 813

. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun

2014 tentang Pedoman Pendinan, Perubahan, dan Penutupan
Satuan Pendidikan Dasar anh (Berita Negara Republik
indonesia Tahun 2014 Nomor 607)
mmmmmwrmunnowmmg
Pedoman Pengelolaan Bareng Mililk Daersh (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomer 547); )

. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang

Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37);

. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011 tentang

Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor
Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Bogor Nomor 56
mmmwaqwummmzomm
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Bogor Nomor 96);

Peraturan Bupati Bogor Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kegjn Dinas
Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 Nomor 45);

. Peraturan'Bupaii Bogor Nomor 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Summw.mmdmmngimeKemDiw

. Peraturan Bupati Bogor Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pendelegasian
Dokumen Administrasi

mmmmmmwmmu
Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 2); dan

. Peraturan Bupati Bogor Nomer 9 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar
(Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2017 Nomor 9).

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional
Percepatan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan
Pemberantasan Buta Aksara;

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor : AHU-0040972.AH.01.04 Tahun 2016 fentang
Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Al-lkhlas Cileungsi,
tanggal 24 Oktober 2016;

Penilaian hasil studi kelayakan penyelenggara sekolah swasta yang
akan membuka sckolah tahun ajaran 2017/2018, “tanggal 24
Oktober 2017;

Berita Acara Rapat Pembahasan lsin Pendirian Sekolah Dasar (SD)
Swasta, tanggal 06 Desember 2017,
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Menetapkan :
KESATU

KEDUA H

KEEMPAT

Memberi izin kepada :

Nama Yayasan : YAYASAN AL-TKHLAS CILEUNGSI

Alamat : Kp. Tengah RT.001 RW.006 Desa Cileungsi
Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Sekolah Dasar (SD) Swasta :

Nama : SDIT IBNU SALMAN

Alamat ¢ JI. Pahlawan Kp. Tengah RT.001 RW.006 Desa
Cileungsi Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor

Pembenan izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku
sepanjang mematuhi semua ketentuan yaitu :

a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan,
bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai
pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di
daerah khusus;

b. melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di
satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar
Nasional Pendidikan;

c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang
memililki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk
mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi,
mdan/mddnmpaﬁndnﬂmmm.m.
kabupaten /kota, provinsi, nasional dan internasional;

d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan
pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan
komunikasi;

¢. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan
sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;

f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdini di atas tanah
milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuuwi
dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak
sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan
proses pembelajaran.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan
dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan
kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang
mengajukan izin pendirian baru;

Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian
terhadap pihak lain, atau peserta didik yang :

kegiatan ' pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya
menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat
dibatalkan dan/atau batal demi hukum;

Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan
keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga
merugilan kewibawaan Pemcrintah Kabupaten Bogor, maka keputusan
ini batal demi hukum;

lzin Pendirian Sckolah Dasar (SD) Swasta ini berlaku sepanjung

pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang
undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan,
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KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 07 Desember 2017

Tembusan Yth, :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;

Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;

Sekretariy Daerah Kabupaten Bogor;

Inspektur Kabupaten Bogor;

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pada Sctda Kabupaten Bogor;
Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor,

Camat Cileungsi;

Kepala Desa Cileungsi.
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